GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN QUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISAS! DAN TATA EERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEROLAH
MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIEAN

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SULAWES] SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWES! SELATAN,

hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal £ ayat (14
Peraturari Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
makea dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan
teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi
Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis
Sekolah Menengah Atas Negeri;

bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, periu menetapkan
Peraturar Cubemur Sulawesi Selaten tentang Orgmnisasi Dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri

Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Tahun

2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301}

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulan
Peraturan Perundang-undangsn (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tehun 2014 tentang Aperatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nowmor 5494);

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) scbagaimans telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undsng Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 temtang Administrasi
Femerintahan [Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
9014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Seiatan Nomor 10 Tehun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Dasrah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomeor 293};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISAS] DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
FADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Provina Sulawesi Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelakssnaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Cubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Sekretaris Daerah edalah Sekretaris Dacrah Provinsi Sulawesl Selatan.
Peraturan Gubermnur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
Cinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Unit Pelaksana Telnis vang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah
Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Povinsi Sulawesi Selatan.

Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.
Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

Uraian tugas adalah paparan atay bentangan atas semua tugas jabatan yang
merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUEAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Sekoiah Menengah Atas Negeri.
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UPT sebagsimana dimaksud pada ayat {l;l, manéng-n:lu.dng tersebut pada
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Cubemnur
iﬂj. +

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, masing-masing dipimpin oleh Kepala
UFT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas meialui Kepala UPT Pendidikan Wilayah
yang mewilayahi masing-masing UFT.

BAEB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pusal 3

Susunan organisasi UPT terdiri dari:
a. Kepala UPT Sekolah;

b. Subbagman Tata Usaha; dan

¢. Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
{mhmmmymgmmmnﬁﬂakmmdMMM
ubernur ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, Dan Urnian Tuges Kspala UPT Sekolah

Pasal 4

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepela Dinas dalam
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah
Menengah Atas Negeri.

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud pada ayat (1),

mermnpunyal fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah
Atas Negeri:

b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
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Menengah Aths Negeri;

d. pelaksanaan administrasi UPT; dan _

e. pelaksanasn fungsi lain yang diberikan oleh Kepals Dinas terkait tugas dan
fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1], meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan UPT ssbagai pedoman dalam pelaksanasn
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
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memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan rtugas dalam
lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memsaraf{ dan/atau menandatangani
naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugesnya;

merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum,
periengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;

mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah
Menengah Atas Negeri;

mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan telmis pengelolaan
Sekolah Menengah Atas Negeri;

mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
mengoordinaaikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional
kependidikan, tenage fungsional lainnya, serta membina hubungan
kerjasama dan peran serta masyerakat;

mengoordinasikan dan merumuskan kebijaksn terkait pelaksanaan
administrasi dan proses kegiatan belsajar mengajar;

mengoordinasikan pelaksansan pengawasan penyelenggaraan administrasi
dan proses kegiatan belajar mengajar;

mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausashaan,
kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta
sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidiican;
mengoordinasikan , mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakunkuler;
mengoordinasilan pelaksanasn kegiatan kerjasama dengan instansi terkait
dan masyarakat;

mengoordinasiken dan mengatur pelaksansen kegiatan dan bimbingan di
luar jam salmiah;

mengoordinasiken dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
melaksanakan kocordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembags nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksansan tugas Kepala UPT dan memberikan
&;u;an pertimbangsn kepads stasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

melaksanakan tugas kedinasan lain vang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang mgasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaba

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas
membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan
teknis dan adminisresi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian,
dan keuangan dalam lingkungan UPT.
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(2} Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, meliputi:
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menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagei pedoman dalam
pelaksansan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi tugas dalam
lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya,

melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan
keglatan;

melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan
informasi;

mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi kevangan;
mengoordinasikan dan melakukan pelavanan ketatausahaan;
menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan
tatalaksana;

. mengpordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;

mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembags nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi,

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan perafuran
mngmg—undnnnnn:

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha
dan memberikan saran perfimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan Rebljalian; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang migasnya.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal &

Jabaran Fungsional sehagnimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e
adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

|2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil
analisis kebutchen dan formasi, serta sesuai ketentusan peraturan perundang-

undangan.

-
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BAB VI
. TATA EERJA

; Pasal 7
Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijalan umum yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kepala UFT, Kepals Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh
mmmmmmmmmmﬂdmmmm
peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi,
kerja sams, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, aluntabilitas, transparansi,

Pasal 8

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam
lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta
menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai keburuhan secara tepat

waktu kepadsa atasan masing-masing,

Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan
digunakan oleh pimpinan sebegai bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan telnis UPT.

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya,

melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta
melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan /atau sesuai kebutuhan,

Kepala UPT mengembangksn koordinasi dan kerjasama dengan instansi

pemerintah /swasta terkair, dalam rangka meningkatkan kinerja dan
memperiancar paiaksanasn ripas dan funpsi UPT.

BAB VII
PENGANGEATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional
di lngkungan UPT, dilaksanakan oleh pajabat yang barwenang berdassrkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
EETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajer serta untuk

mendukung kegiaman kepegawsian Kepala UPT dapat membentuk satuan
tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam

UPT dengan Keputusan Kepala UFT.
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(2] Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengslola, dan/atau
nama lainnva dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan

kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.
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RITA-BDRKERAH PROVINSI SULAWES! SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 35



LAMPIRAN | : PERATURAN GUBERNUR SULAWES] SELATAN
NOMOR - ;

¥

TANGGAL -
TENTANG . ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEENIS
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI SULAWES] SELATAN

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

l KEPALE LIFT ]

TATA LEAHA




. PERATURAN GUBERNUR SULAWES] SELATAN

LAMPIRAN II
NOMOR 08 TAHUN 2017

TANGGAL : 26 JANUARI 2017

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAM

MEMENCGAH ATAS NEGER! PADA DINAS PENDIDIEAN
PROVINSI SULAWES! SELATAN

DAFTAR FAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEMNTS SEROLAH MENENGAH
ATAS NEGERT PADA DINAR PENDIDIKAN

PROVIKSI SULAWES] EELATAN
o KAB/KOTA Mmm SATUAN PENDIDIKAN —
1 2 ] 4
1 |UPT. Wil Bantaerg SMA NEGER! 1 BANTAENG SMAN 1 BANTAENG
2 |UPT. Wil Bantzeng SMA REGERI 1 BISSAPU SMAN 2 BANTAENG
3 |UPT.WIL Bantagrg SMA NEGERI 1 TOMPOBULU SMAN 3 BANTAENG
4 [UPT. Wil Bantaeng SMA NEGERI 2 BANTAENG SMAN 4 BANTAENG
5 [UFT WiL Bantaseng SMA NEGERS 1 EREMERASA |SMAN 5 BANTAENG
& |UPT. Wil Bantaeng SMA NEGERI 1 ULL ERE SMAN 6 BANTAENG
7 |UPT. Wil Barru SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU
8 |UPT, Wil Barru SMAN 1 SOPPENG RIAIA SMAN 2 HARRU
9 |UPT. Wil. Barru SMAN & TANETE HiLAY SMAN 3 BARRU
10 [UPT. Wil Barru SMAN 1 MALLUSETASI SMAN 4 BARRL
11 |UPT. Wil Barru SMAN 1 TANETE RIAIA SMAN 3 BARRU
12 JUPT. Wil. Barru SMAN 2 BARHU SMAN & BARRU
13 |UPT. wil. Bone SMAN 1 WATAMPONE ISMAN 1 BONE
14 [UPT. Wil Bone SMAN 1 MARE SMAN 2 BONE
15 [UPT. Wil Bane SMAN 2 WATAMPONE SMAN 3 BONE
16 |UPT WiL Bone SMAN 1 AIANGALE SMAN 4 BONE
17 |UPT. Wil Bane SMAN 1 LAPPARIAJA SMAN 5 BONE
I8 |UPT. Wil Bone SMAN 1 KAHU SMAN 6 BONE
19 |UPT, Wil. Bone SMAN 5 WATAMPONE SMAN 7 BONE
20 |UPT. WIL Bone SMAN t HAJUARA SMAN 8 BONE
21 |UPT. Wil Bone SMAN 3 WATAMPONE SMAN S BONE
22 |UPT. Wil Bone SMAN 1 TONRA SMAN 10 BONE
23 |UPT. Wil Bone SMAN 1 LIBURENG SMAN 11 BONE
24 |UPT. WIL Bane SMAN 1 SIBULUE SMAN 12 BONE
25 |UPT. Wil Bone SMAN 4 WATAMPONE SMAN 13 BONE
26 |UPT. Wil. Bone |SMAN 1 TELLUSIATTINGE SMAN 14 BONE
27 JUPT. Wil Bone SMAN 1 ULAWENG SMAN 15 BONE
28 |UPT. Wil Bone SMAN | AWANCPONE SMAN 16 BONE
29 |UPT.wil Bone SMAN 1 LAMURL SMAN 17 BONE
30 [UPT. Wil. Bons SMAN 1 CINA SMAN 18 BONE
31 [UPT. WIl. Bone SMAN 1 PATIMPENG SMAN 19 HONE
32 UPT W Sens SMAN L AMALL JMAN 20 BONE
33 |UPT. Wil Bone SMAN 1 SALOMEKKC SMAN 21 BONE
34 |UPT. Wil Bone SMAN 2 LIBURENG SMAN 22 BONE
35 |UPT, Wil Bone SMAN 1| BONTOCANI EMAN 23 BONE
36 (UPT. Wil Bone SMAN 1 DUA BOCCOE SMAN 24 BONE




NAMA SATUAM FENDIDIKAN

1 LAMA BARU
1 o 3 +
334 |UPT. W Pare-Pare SMA NEGERI3 PAREPARE SMA NEGER! 3 PAREPARE

333 [UPT. Wil, Pare-Fare SMA NEGER! 4 PAREFARE SMA NEGERI 4 PAREPARE
336 |UPT. Wil. Pare-Pare PAREP AR SMA NEGERIS PAREPARE

; DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.SL, MH.



